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BAB V
PENUTUP

A.‘Kesimpulan

1. Tujuan dlkembangkannys pesar modal di Indonesig lebih di-
“arehkan pede usaha-ussha untuk mencapai pemeratasn penda-
patan melalul pemeratsen pemilikan saham perusahsan. Na-

mun tujuan itu belum tercapal sepenuhnys karena saham
yang dijual pads magyarskat oleh PT yang go public umum-—
nye hanya sebagisn keeil, dan motivasi go publie tidak
lagi untuk pemerataan pendapatan tetapi sekedar untuk
mendapat tambahan modal, Sedangkan delam ksitannya dengm
PT sebagal asosiasi modal, maka dengan adanys pasar modal
dapat dipertemukan msksud PT untuk menjusl sahamnya keﬁa—
da mesgyarekat luss untuk menghimpun modal ysng berassl da-
ri masyarakat tersebut.

2. Untuk dapst menjual sahamnya melalul pasar model, emiten
harus memenuhi syarat sebagaimana yang distur delem Kep-
pres No. 53 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan ¥No.
1199/ KMK.010/ 1991 yang merupskan perubshan dsri Keputus-
en Menteril Keuangan No. 15487 KMK.013 / 1990 tenteng pa-
sar modal, Dalam proses emisi hsrus melalui beberapa ta-
hap yaitu tahap pe;siapah emisi, tahap pendaftaran, tahap
promosl dan penawaran efek, tshap pasar perdans,penjatah-
an dan refund, tshap cooling period dan pencatatan di

~ bursga efek, tahap pelapcran dan kewajiban lainnya.
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Sedangkan dari segi hukumnys, pengaturasn tentang emisi .

N saham dsn perdagangannya di bursa lehtih menekankan pada‘
aspek praktis ekonomis dari padas aspek yuridisnys. Hal
ini nampak dari seringnys ketentuan pasar modal mengala-
mi perubshan den tambahan.

3., Di dalam ketentuan passr modal telah memberikan perlin-
dungen terhadap masyarskat pemodal. Perlindungan itu me-
liputi ; perlindungsan stas ketersngan yang menyesatkan
dalam prospektus yang dapat merugikan pemodal, adeanya
keharusan PT yeng go public untuk membuka diri dengan
mempiblikasikan laporan keuangannya, lembaga penunjang.
dan profesi penunjang ikut bertanggung jawab atas kete-
rangan yang diberikan bilas ada yang tidek benar. Dalam
hal ada perselisihan dalam perdsgangan di bursa maké di-
selesaikan melalui panitia yang disebut Komite Disiplin

Anggota,

B. Saran

Femerintan perlu segera merealisir peratursn menge-
nail paser modael yanpg jelas,tegas, lengkap dan fleksibel ,
sehingga tidak mudah berubah, terutama aturan dasarnys un-
fuk menggantikan UU No. 15 Tahun 1952 untuk lebih menjamin

kepastian hukum di paser modal.
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